ABSTRAK

Nuke Rachmadini. NIM 1213020137. PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH) PADA AKAD
1JARAH MULTIJASA (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Agama Bantul
Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl).

Penelitian ini membahas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
1408/Pdt.G/2023/PA.Btl mengenai wanprestasi dalam akad ijarah multijasa antara
koperasi (Penggugat) yang diwakili oleh Andi Maryanto bin Marjab Bintarja
dengan para Tergugat. Persoalan muncul ketika para Tergugat menghentikan
pembayaran angsuran, sehingga koperasi mengajukan gugatan mengenai sisa
pembiayaan, ujrah, denda keterlambatan, dan tuntutan ganti rugi (ta ‘widh).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi
syariah putusan Pengadilan Agama Bantu Nomor 14.08/Pdt.G/2023/PA.Btl, untuk
mengetahui isi putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak
gugatan ta’widh pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor
1408/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Penelitian ini difokuskan pada proses penyelesaian sengketa melalui putusan
verstek serta penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat,
khususnya dalam menolak tuntutan ganti rugi (fa 'widh) karena tidak adanya
relevansi langsung antara bukti dan pokok perkara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan
datanya dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta sumber datanya
yang diambil yaitu sumber data sekunder diantaranya Undang-undang, Fatwa DSN-
MUI, dan KHES.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan
Agama Bantul Nomor 1408/Pdt.G/2023/PA.Btl mengabulkan sebagian gugatan
Penggugat, yaitu mengenai sisa pembiayaan, ujrah, dan denda keterlambatan.
Namun, tuntutan ganti rugi (ta 'widh) sebesar Rp. 6.000.000 untuk biaya jasa
advokat dan penagihan ditolak, dengan alasan alat bukti yang diajukan tidak relevan
dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Penolakan tersebut dinilai
tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019,
yang menyatakan bahwa biaya riil akibat wanprestasi, seperti jasa hukum, dapat
ditagihkan selama dapat dibuktikan secara sah. Perkara ini, Penggugat telah
menyertakan bukti kwitansi dan perjanjian jasa hukum, sehingga secara syariah
memenuhi unsur untuk dikabulkan. Namun, hakim tidak mempertimbangkan
ketentuan dalam fatwa tersebut sebagai dasar untuk mengabulkan tuntutan ta ‘'widh.
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